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Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke
OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor
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I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi blockchain telah mendﬁ]g munculnya aset kripto sebagai alternatif
instrumen investasi baru. Mata uang kripto merupakan sistem mata uang digital yang memungkinkan
pengguna melakukan pembayaran secara elektronik, berfungsi sebagai alat tukar yang setara dengan
mata uang konvensional dalam berbagai transaksi bisnis (Syamsiah, 2021). Perkembangan kripto di
Indonesia didorong oleh semakin banyaknya platform perdagangan aset kripto yang berperan
meningkatkan minat masyarakat. Namun, pertumbuhan yang pesat ini menimbulkan berbagai tantangan,

seperti volatilitas harga yang ekstrem, sechingga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi investor.
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Kurangnya regulasi yang jelas dan aktivitas pasar kripto yang belum diatur secara ketat
menimbulkan kerentanan terhadap penipuan dan manipulasi pasar (Kompas.com, 2024). Regulasi yang
komprehena' terhadap aset kripto diperlukan untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas sistem
keuangan. Di Indonesia, pengawasan aset kripto pada awalnya dilakukan oleh Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Kusumaningsih, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan aset
kripto yang semakirﬁomp]eks dan keperluan terhadap praktik integrasi dengan sistem keuangan yang
semakin luas, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 312 secara eksplisit memutuskan untuk

memindahkan kewenangan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (Lewiandy, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Balgis et al., 2024) dengan judul Implikasi Atas
Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 terhadap Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto oleh Otoritas Jasa
Keuangan, menemukan bahwa setelah disahkannya UU P2SK, OJK mengimplementasikan kerangka
regulasi yang dikenal sebagai regularory sandbox. Ini adalah sistem uji coba yang memungkinkan OJK
untuk mengevaluasi berbagai aspek dari instrumen keuangan, model bisnis, dﬁl proses bisnis terkait
aset kripto. Regulatory sandbox diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 3 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. OJK menghadapi berbagai tantangan dalam
mengimplementasikan regulasi ini, terutama dalam hal penyesuaian internal dan kapabilitas teknis untuk
mengatur aset kripto yang dinamis. Penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai implikasi hukum
terhadap pelaku industri dan investor yang terdampak langsung akibat dari proses transisi pengawasan

aset kripto.

Perpindahan kewenangan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pengawasan aset
kripto dengan sektor jasa keuangan secara keseluruhan yang sebelumnya telah berada di bawah
pengawasan OJK (Alfiani, 2024). Pengalaman OJK sebagai lembaga yang mengawasi berbagai jenis
lembaga jasa keuangan diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif
terhadap aset kripto. Proses transisi ini terdiri dari beberapa fase: fase soft landing, yang bertujuan untuk
meminimalkan gejolak pasar; fase penguatan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas OJK dalam
menjalankan pengawasan; dan fase pengembangawrkelanjutan, yang mencakup penyesuaian regulasi
seiring dengan dinamika pasar kriptoé’[engutip Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan
Komunikasi OJK, Aman Santosa, “POJK 3/2024 menandai langkah penting dalam memberikan
kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan”

(Antaranews.com, 2024).

Transisi pengawasan kripto ini merupakan langkah yang sangat penting untuk segera
diaplikasikan, karena tidak hanya akan memperkuat sistem keuangan nasional tetapi juga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap investasi di aset kripto, serta mendorong pertumbuhan inovasi di
sektor keuangan digital (OJK, 2024). Langkah strategis yang dilakukan OJK tidak hanya bertujuan

untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan

888




889

masyarakat terhadap investasi di aset kripto. Dengan adanya pengawasan yang lebih terintegrasi dan
komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan manipulasi pasar, sehingga investor

dapat lebih aman dalam berinvestasi.

Proses transisi pengawasan aset kripto di Indonesia harus turut memperhatikan implikasi hukum
dari peralihan kewenangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini tidak hanya
mempengaruhi kerangka regulasi yang ada, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perilaku dan
perlindungan investor, terutama bagi investor ritel yang semakin aktif di pasar kripto. Dengan adanya
pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur oleh OJK, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap investasi di aset kripto, sehingga mewmng partisipasi yang lebih luas dalam
ekosistem keuangan digital. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, "Kami ingin memastikan bahwa investor tetap merasa aman
dalam memberikan kepastian dan keberlanjutan kegiatan perdagangan pasar aset kripto"

(CNBClIndonesia.com, 2024).

Di sisi lain, transisi ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku pasar, seperti penyesuaian
terhadap regulasi baru dan potensi dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, analisis mendalam
mengenai implikasi hukum dari peralihan kewenangan ini menjadi sangat penting untuk memahami
dinamika pasar aset kripto di Indonesia. Hasan Fawzi menegaskan bahwa OJK akan mengadopsi seluruh
regulasi yang berlaku di Bappebti, demi menjaga kontinuitas pengaturan aset kripto (Antaranews.com,
2024). Selain itu, OJK berkomitmen untuk melindungi konsumen dan semua pemangku kepentingan
dalam industri ini. Koordinasi yang efektif antara OJK dan Bappebti dalam proses transisi ini akan
menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri

aset kripto.

Tujuaﬁari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari perpindahan
kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan
kerangka regulasi yang lebih komprehgnsif dan terintegrasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh
positif terhadap dinamika pasar kripto di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian
ini adalah, “Apa saja implikasi hukum dari perubahan kewenangan ini terhadap pelaku industri aset
kripto dan investor?” Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena perubahan kewenangan tidak hanya
berdampak pada aspek regulasi, melainkan juga berpotensi mempengaruhi perlindungan terhadap
konsumen, kepastian hukum bagi pelaku industri, s%\ kepercayaan investor terhadap pasar aset kripto.
Dengan menganalisis implikasi hukum tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh semua pemangku

kepentingan dalam ekosistem aset kripto setelah dilakukannya transisi pengawasan.




IL METH&OLOGY

Dalam penelitiaﬁni, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada
analisis permasalahan melalui pendelaan peraturan perundang-undangan (statue approach) sebagai
dasar penelitian. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Widiarty,
2024). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan um sekunder dan bahan hukum
tersier. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan acuan berupa Undang-Undang No. 4 Tahun 2023
tentang Pengembanﬁ] dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan regulasi yang dikeluarkan oleh
Bappebti dan OJK, bahan hukum sekunder sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berwujud
buku, jumal, raupun laporan penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier dapat berupa berita
media massa. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis mengumpulkan data dari sumber
resmi dan menyimpannya dalam bentuk arsip. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, peneliti akan

menganalisis data dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif.

IIl. RESULT AND DISCUSSION
Pengawasan Aset Kripto oleh OJK Pasca UU P2SK

Sejak diberlakukannya UU P2SK pada awal tahun 2023, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dalam sektor keuangan menjadi semaki&]uas. Tidak hanya mengawasi lembaga keuangan
konvensional, OJK kini juga bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor keuangan digital dan
aset kripto. Kewenangan mengenai pengaturan dan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
yang mengalami penambahan dari yang sebelumnya 3 butir menjadi 7 butir di mana salah satunya adalah

melakukan pengawasan terhadap aset kripto.

OJK akan mengambil alih pengawasan aset kripto paling lambat pada awal 2025. Kepala
Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologiéektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
(IAKD) OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa “peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan
pengawas saat ini yaitu di Kemendag Bappebti akan dilakukan selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif
berlakunya Undang-Undang P2SK™ (detikFinance, 2024). OJK saat ini tengah gencar melakukan
persiapan untuk mengambil alih tugas pengawasan aset kripto, termasuk menyusun kerangka regulasi

yang komprehensif dan membangun infrastruktur yang memadai.

OJK berkomitmen untuk menyiapkan regulasi yang tepat guna mengakomodasi perkembangan
teknologi kripto dan mitigasi risiko dari aktivitas di pasar kripto. Dalam menjalankan tugas ini, OJK
telah merancang peta jalan atau maﬁap untuk pengembangan aset kripto di Indonesia, yang mencakup
tujuh pilar strategi. Menurut Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 2024-2028 (Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi

Sektor Keuangan OJK, 2024), OJK akan fokus pada perlindungan konsumen sebagai prioritas utama,
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dimana mereka akan mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi

dan memitigasi risiko pencucian uang terkait dengan aset kripto.

OJK berencana untuk melakukan normalisasi pengaturan dan pengawasan yang mendukung
inovasi, serta mengoptimalkan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang investasi di aset digital. Strategi ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan untuk menciptakan integrasi pasar dan mencegah risiko sistematik, dengan
penekanan pada pentingnya tata kelola yang baik dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor
ini. Dengan pendekatan tersebut, OJK berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi para

pelaku industri dan pengguna aset kripto di Indonesia.

Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK akan ditentukan oleh tiga hal strategis:
penguatan regulatory sandbox, percepatan inovasi, dan pengembangan inovasi di sektor keuangan.
Penguatan regulatory sandbox menjadi langkah awal yang krusial, di mana OJK akan memperbarui
mekanisme ini untuk menilai keandalan model bisnis dan proses penyelenggara, serta membuka ruang
bagi pelaku industri untuk menguji produk baru dalam lingkungan yang terkontrol. Kepa]aﬁksekutif
IAKD OIK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa “melalui pengembangan regulatory sandbox, OJK akan

membuka ruang inovasi yang luas bagi pelaku sektor jasa keuangan” (Infobanknews, 2023).

OJK turut mendorong percepatan laju inovasi yang akan dicapai dengan lembaga jasa keuangan
sehingga diharapkan lebih aktif dalam menerapkan teknwi baru dan beradaptasi dengan perubahan
pasar yang cepat. Hal ini termasuk penerapan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (Al)
dan big data untuk meningkatkan analisis risiko dalam perdagangan aset digital. Terakhir,
pengembangan inovasi di sektor keuangan akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku

kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan inklusif bagi pengguna aset kripto.

Meskipun masih dalam masa transisi, OJK telah menerbitkan Rancangan Peraturan OJK
(RPOJK) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, yang
mencakup berbagai aspek seperti perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan perlindungan data
pribadi. Selain itu, OJK juga mengadopsi seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Bappebti termasuk
Regulasi Bappebti No. 8/2021 dan No. 11/2022 yang mengatur perdagangan dan daftar aset kripto yang
dapat diperdagangkan. Dengan adanya regulasi tersebut, OJK memiliki tujuan untuk menciptakan
kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap investasi di aset kripto, serta

memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara transparan dan aman (Kontan.co.id, 2024).

OJK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatur dan mengawasi industri aset kripto,
namun transisi ini juga membawa sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas
teknologi blockchain yang terus berkembang. OJK perlu terus beradaptasi dengan perkembangan
teknologi ini agar dapat melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, potensi risiko pencucian uang

dan pendanaan terorisme melalui aset kripto juga menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi tantangan

891




ini, OJK perlu menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, perlu juga dilakukan kajian secara
berkala terhadap kerangka regulasi yang ada untuk memastikan tetap relevan dengan perkembangan

industri.

Keberhasilan pengawasan aset kripto oleh OJK pasca disahkannya UU P2SK tidak hanya
bergantung pada upaya regulator, tetapi juga pada peran aktif masyarakat. Edukasi publik mengenai
risiko dan manfaat investasi di aset kripto menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan
pemahaman yang komprehensif tentang cara ﬁd aset kripto, serta bagaimana cara memilih platform
perdagangan kripto yang aman dan terpecaya. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan
investasi yang lebih cerdas dan terhindar dari penipuan. Selain itu, literasi keuangan yang tinggi juga

dapat mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK tidak hanya berfungsi sebagai alat
pengawasan, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang akan membentuk perilaku dan praktik di dalam
ckosistem aset digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku industri diharapkan dapat beroperasi
dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, sementara investor akan mendapatkan perlindungan
yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Hal ini diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan industri aset digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto.
Implikasi Hukum terhadap Pelaku Industri Aset Kripto

Ekosistem aset kripto di Indonesia mencakup beberapa entitas utama yaitu crypto exchanges,
Bursa Berjangka Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola
Tempat Penyimpanan (Kustodian) Aset Kripto. Crypto exchanges seperti Indodax, Tokocrypto, dan
Pintu menyediakan platform untuk perdagangan berbagai jenis aset kripto, termasuk Bitcoin dan
Ethereum, serta menawarkan fitur keamanan yang tinggi untuk melindungi transaksi pengguna

(Bisnis.com, 2024).

Bursa Berjangka Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto berfungsﬁ.ebagai lembaga yang
mengatur dan memfasilitasi perdagangan aset kripto secara berjangka. Hal ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukurrﬁn perlindungan bagi para investor di pasar kripto (Indodax.com).
Lembaga Kliring Berjangka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi yang
dilakukan di bursa berjangka dapat diselesaikan dengan aman dan efisien. Mereka bertindak sebagai
perantara dalam proses penyelesaian transaksi antara pembeli dan penjual (DigitalExchange.id).
Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) aset kripto menyediakan layanan penyimpanan yang aman
untuk aset digital. Mereka membantu pengguna dalam mengelola dan menyimpan aset kripto mereka
dengan sistem keamanan yang canggih, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau pencurian

(Bisnis.com, 2024).
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Gambar 1. Ekosistem Aset Kripto di Indonesia
Sumber: OJK, Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan TAKD 2024-2028

Adopsi regulasi mengenai pengaturan aset kripto yang dilakukan E‘l OJK mencakup seluruh
regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bappebti, hal tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian
hukum bagi pelaku industri, terutama di sektor aset digital yang terkait (Antaranews.com, 2024).
Kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak pelaku industri, tetapi juga dapat menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk investasi dan inovasi dalam industri digital yang berkembang sangat
pesat saat ini. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku industri dapat merumuskan strategi bisnis yang
lebih terarah dan berkelanjutan, mengurangi risiko hukum, serta ningkatkan kepercayaan investor
(Pamungkas et al., 2024). Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan
pasar dan teknologi. sehingga pelaku industri diharapkan dapat bersaing secara efektif di tingkat

domestik maupun global.

Penambahan pokok-pokok aturan baru seperti penguatan fungsi penyelenggara perdagangan dan
perlindungan konsumen rrﬁi]iki implikasi bagi pelaku industri aset kripto. Penguatan fungsi
penyelenggara perdagangan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,
sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar aset kripto. Namun, hal ini juga menuntut
pelaku industri untuk terus beradaptasi dengan regulasi yang semakin ketat dan berinovasi dalam
mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi stalmr yang ditetapkan (Oudang, 2023). Seperti
yang dinyatakan oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kasan,
“Penguatan kolaborasi pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri
PBK yang kuat dan berkelanjutan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan

ckonomis nasional” (Kemendag, 2024).

Startup kripto di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang unik dengan adanya regulasi
baru. Di satu sisi, regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional dan memperlambat proses
pengembangan produk. Namun, di sisi lain, regulasi yang jelas juga dapat menarik minat investor

institusional yang mencari proyek-proyek yang memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk dapat
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bersaing, startup kripto perlu memiliki strategi yang solid dalam memenuhi persyaratan regulasi sambil

tetap mempertahankan daya saing dan inovasi.

Melalui mekanisme regulatory sandbox, pelaku industri harus menguji model bisnis baru dalam
lingkungan yang terkontrol, memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar
keamanan dan kualitas tinggi. Dengan adanya regulasi yang melindungi hak-hak konsumen, pelaku
industri akan merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat
mendorong partisipasi lebih besar dari investor. Sehingga dapat menciptakan iklim pasar yang lebih
stabil dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara pelaku industri dan regulator melalui regulatory

sandbox juga dapat mempercepat proses pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif.

Pendekatan regulasi yang diterapkan oleh OJK dapat dibandingkan dengan negara-negara lain
seperti Singapura dan Amerika Serikat. Singapura telah menetapkan pendekatan yang lebih fleksibel
dan inovatif dalam mengatur industri aset kripto, sementara Amerika Serikat memiliki pendekatan yang
lebih berbasis prinsip. Perbandingan ini dapat memberikan waWﬁm yang berharga bagi pembuat
kebijakan di Indonesia dalam menyempurnakan kerangka regulasi yang ada untuk disesuaikan dengan

keperluan pasar kripto yang berkembang di Indonesia.

Peningkatan perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan utama dari transisi pengawasan
aset kripto. Pelaku industri diwajibkan untuk menyediakan informasi yan%las dan transparan kepada
konsumen, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, perlindungan data
pribadi juga menjadi perhatian utama, mengingat sensitivitas informasi yang ditangani dalam transaksi
aset kripto. Dengan adanya perlindungan konsumen yang kuat. kepercayaan masyarakat terhadap

industri kripto dapat meningkat.

Fase transisi yang direncanakan oleh OJK, termasuk pendekatan soft landing, sangat penting
untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak mengganggu aktivitas perdagangan dalam industri
aset kripto yang sudah ada. Melalui penerapan soft landing, OJK berupaya menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pelaku industri untuk beradaptasi dengan regulasi baru tanpa mengalami gangguan
signifikan pada kegiatan operasional mereka. Ketua IAKD OJK, Hasan Fawzi menyatakan, “Kami
berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya aman tetapi juga memberikan kepastian
dan kelancaran dalam perdagangan pasar aset kripto” (Thelconomics.com, 2024). Pendekatan ini
memungkinkan pelaku industri untuk terus berinovasi sambil tetap mematuhi regulasi yang ada,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Selain penerapan regulasi yang komprehensifderan aktif pemerintah dalam mendukung
pertumbuhan industri aset kripto sangat krusial. Dengan memberikan insentif fiskal seperti pengurangan
pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi blockchain, pemerintah tidak hanya
mendorong minat investasi, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Lebih lanjut,

dukungan terhadap riset dan pengembangan di bidang teknologi blockchain akan mempercepat inovasi
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dan menghasilkan solusi-solusi yang lebih canggih. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan
akademisi dalam ekosistem ini akan melahirkan sinergi yang kuas, mendorong terciptanya pusat inovasi
teknologi blockchain di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pelaku industri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pelaku

industri kripto.
Implikasi Hukum terhadap Investor

Berdasarkan data Bappebti, hingga Juni 2024, total investor atau konsumen aset kripto dalam
negeri mencapai 20,24 juta orang, bertambah 490 ribu investor dibanding bulan sebelumnya (OJK,
2024). Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang terus meningkat terhadap aset kripto di Indonesia,
di mana OJK mencatat lﬁhwa meskipun terjadi penurunan dalam nilai transaksi menjadi Rp 40.85 triliun
pada bulan yang sama, secara akumulatif nilai transaksi aset kripto pada semester I 2024 mencapai Rp
354,17 triliun, tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (CNNIndonesia.com).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam transaksi, kepercayaan investor tetap tinggi.

Kepala IAKD OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa “Indonesia merupakan negara dengan
jumlah investor kripto terbesar ke-7 di dunia dan menunjukkan minat besar terhadap perdagangan aset
kripto”. Dengan pertumbuhan investor yang signifikan tersebut, OJK berkomitmen untuk meningkatkan
regulasi dan pengawasan di lingkungan sektor ini. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat ini juga
membawa sejumlah tantangan. seperti risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga
diperlukan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak investor, mencegah

praktik kejahatan, dan menjaga stabilitas pasar.

Peningkatan regulasi dan pengawasan di sektor aset kripto tidak dapat dilakukan oleh OJK
sendiri. Diperukan kerja sama yang erat dengan be%ai pihak terkait, seperti penegak hukum, pelaku
industri, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem kripto
yang sehat, transparan, dan terpercaya. Selain itu, kerja sama internasional juga sangat penting untuk
mengatasi tantangan global seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang seringkali melibatkan
transaksi lintas negara. Mengingat sifat aset kripto yang sangat global, koordinasi regulasi antar negara

menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional.

Dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar, pasar kripto di Indonesia memiliki peran
strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat transformasi digital. OJK berkomitmen
untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini, baik melalui
penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun fasilitasi inovasi. Dengan dukungan yang
tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan aset kripto terkemuka di kawasan Asia Tenggara,

menarik minat investor global dan berkontribusi pada perumbuhan ekonomi nasional.

895




Jenis Aset Kripto Investor Aset Kripto Wilai Transaksi Aset Kripto
yang diperdagangkan Tt Investor [Triliun Bp)

Jenis aset kripto yang baryak Investor: Growth:

roken a Tathar,
Bitcol ana. dan

490k | 174 101,80%
il

investar mtm | mil investors ytof

Perkembangan Hilai Transaksi Aset Kripto Indonesia (IDR tn)
2022 2024* ncrease in Crypto Asset Transaction Value (in Tril By
058,40
383 545 .
v 50 B 306,40 . 260,00 301,75
2023 Global . [ ] K| -
’ 39 20 w022 2023 Mei 20264 Juni 2024
501 7 J%. &Ee. GEDED o5 J ws ] 202 ]
Sumber: Bata Indenesia, Bappebti | “Peraturan Bappebt Nomor 2 Tahun 2024

Gambar 2.rkemhangan Pasar Aset Digital dan Kripto di Indonesia per Juni 2024
Sumber: OJK, Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan TAKD 2024-2028

Proses transisi yang direncanakan OJK menuju regulasi yang lebih terstruktur dalam industri
aset kripto sangat penting untuk memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi kegiatan perdagangan.
Kepastian hukum memungkinkan investor untuk merasa lebih aman dalam melakukan transaksi,
mengurangi ketidakpastian yang seringkali menjadi penghalang bagi partisipasi mereka di pasar
perdagangan aset kripto. Regulasi yang stabil diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga pasar yang
tajam dan meningkatkan transparansi dalam transaksi, sehingga investor dapat membuat keputusan yang
lebih informasional. Melalui regulasi yang ketat dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas
perdagangan aset kripto, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan manipulasi pasar terhadap

investor.

OJK mendorong publikasi informasi dan transparansi pasar bagi pelaku industri, investor akan
lebih mudah mengakses informasi yang relevan terkait aktivitas perdagangan aset kripto baik melalui
saluran informasi dari pelaku industri maupun OJK. Informasi mengenai volume perdagangan, harga
pasar, serta kinerja berbagai jenis aset kripto akan disajikan secara terbuka dan mudah dipahami. Hal ini
memungkinkan investor untuk melakukan analisa yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan
investasi. Selain itu, adanya saluran pengaduan yang lebih jelas akan memberikan rasa aman bagi
investor, karena mereka tahu bahwa ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah jika terjadi sengketa dengan pihak penyedia layanan.

Penetapan standar )@g lebih tinggi bagi penyedia jasa layanan aset kripto juga turut membuat
investor dapat mengakses produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik. Standar ini akan
mencakup aspek seperti kualifikasi personel, keamanan sisteéserta pengelolaan risiko. Dengan adanya
standar yang jelas, investor dapat memilih penyedia layanan yang terpercaya dﬁmemiliki reputasi yang
baik. Selain itu, standar ini juga akan mendorong layanan yang diberikan den harga yang lebih
kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan sanksi

yang tegas bagi pelanggar, konsumen dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi. Dengan demikian,




penetapan standar yang tinggi akan memperkuat kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan

industri aset kripto yang sehat dan berkelanjutan.

Transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK akan membawa perubahan signifikan
bagi para investor. Para pelaku pasar perlu beradaptasi dengan kerangka regulasi baru yang lebih
komprehensif. Perubahan ini akan mencakup persyaratan kelayakan bagi penyelenggara perdagangan
aset kripto, standar perlindungan konsumen yang lebih tinggi, serta prosedur pelaporan yang lebih rinci.
Bagi investor, adaptasi ini berarti perlu memahami aturan main yang baru, termasuk kewajiban untuk
melakukan verifikasi indentitas, memahami profil risiko investasi mereka secara mendalam, serta
mengikuti perkembangan regulasi yang dinamis. Adaptasi yang cepat dan tepat terhadap perubahan
regulasi ini akan menjadi kunci bagi investor untuk dapat terus berpartisipasi dalam pasar aset kripto

yang semakin kompleks dan dinamis.

Di sisi lain, transisi pengawasan ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri aset
kripto di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, investor akan
merasa lebih aman dan percaya diri untuk berinvestasi di aset kripto. Hal ini akan mendorong masuknya
da] asing dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan berbasis aset kripto. Selain itu, integrasi
aset kripto ke dalam sistem keuangan yang lebih luas akan membuka peluang bagi pengembangan
ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan
keuangan digital, seperti UMKM dan masyﬁ(ﬂt di daerah terpencil, dapat memanfaatkan aset kripto
untuk melakukan transaksi dan pembayaran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong

inklusi keuangan dan mempercepat transformasi keuangan digital.

Untuk memastikan keberhasilan transisi ini, edukasi kepada masyarakat luas, khususnya
investor menjadi sangat penting. Program literasi keuangan yang komprehensif harus digencarakan OJK
dan berkeja sama dengan pelaku industri untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait aset
kripto. Edukasi yang komprehensifﬁm membantu investor memahami risiko dan manfaat investasi di
aset kripto, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Selain itu, edukasi
juga penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan praktik-praktik yang merugikan investor. Dengan
literasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pasar aset kripto dan
melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada pihak berwenang. Terlebih lagi, edukasi yang
berkelanjutan akan menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana investor

dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri aset kripto yang
inovatif. Selain menyediakan kerangka regulasi yang jelas, pemerintah juga perlu mendorong riset dan
pengembangan teknologi blockchain. Dukungan pemerintah terhadap inovasi akan mendorong lahirnya
solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai sektor. Salah satu

bentuk dukungan pemerintah yang konkret adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk riset
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dan pengembangan blockchain. Melalui skema pendanaan yang tepat, pemerintah dapat mendorong
universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan rintisan untuk melakukan riset yang berorienstasi pada

kebutuhan industri.

Proses adaptasi terhadap perubahan regulasi yang ditetapkan oleh OJK menjadi suatu keharusan
bagi investor aset kripto, terutama menjelang transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK pada Januari
2025. Investor perlu menyesuaikan diri dengan persyaratan baru yang akan ditetapkan, yang mencakup
penguatan fungsi penyelenggara perdagangan dan perlindungan konsumen. Meskipun ada upaya untuk
meningkatkan perlindungan terhadap investor, investasi di aset kripto tetap memiliki risiko tinggi akibat
volatilitas pasar yang signifikan dan potensi kerugian total. Risiko inheren dalam investasi kripto tidak
akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, kesiapan untuk beradaptasi dengan regulasi baru sambil
memahami risiko pasar akan menjadi kunci bagi investor dalam mengelola portofolio mereka di tengah

proses transisi ini (Bisnis.com, 2024).

IV. CONCLUSION

Implikasi hukum dari transisi pengawasan aset kripto di Indonesia menunjukkan bahwa peralihan
kewenangan dari Bappebti ke OJK membawa dampak signifikan terhadap regulasi dan pengawasan
industri ini. Proses transisi yang direncanakan dalam tiga fase: soft landing, penguatan pengawasan, dan
pengembangan berkelanjutan, dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan selama masa
transisi. Pelaku industri dan investor menjadi pihak yang paling terdampak atas kebijakan perpindahan
kewenangan ini, OJK telah mempersiapkan berbagai macam strategi yang diterapkan selama masa
transisi agar perubahan regulasi tidak mempengaruhi aktivitas pasar aset kripto. Adaptasi yang cepat
terhadap regulasi baru menjadi keharusan bagi pelaku industri dan investor dalam menghadapi dinamika
pasar aset kripto. Dari sisi regulator antara OJK dan Bappebti diperlukan koordinasi berkelanjutan dalam
menyusun regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, penting bagi OJK untuk
memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dan transparansi, serta memberikan edukasizkepada
investor mengenai risiko terkait dengan investasi aset kripto. Diharapkan transisi pengawasan 1 dapat
berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem aset kripto di

Indonesia.
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